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BAB II 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

2.1 Lokasi Studi 

Fokus studi adalah untuk mengevaluasi tingkat kualitas pelayanan 

publik di Kota Banda Aceh berdasarkan ukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM). Kualitas pelayanan yang dievaluasi terutama yang dilaksanakan dan 

menjadi kewenangan Kantor Kecamatan dan pelayanan kesehatan dari 

puskesmas.  

Secara administratif pemerintahan, Kota Banda Aceh terdiri dari 9 

(sembilan) kecamatan, meliputi Syiah Kuala, Baiturrahman, Kuta Alam, 

Meuraxa, Ulee Kareng, Banda Raya, Kuta Raja, Lhueng Bata, dan Jaya Baru.  

Dari 9 kecamatan tersebut, dipilih Kantor Camat Baiturrahman dan Kantor 

Camat Kuta Alam sebagai lokasi studi dan sasaran evaluasi IKM. Diharapkan, 

ke depan kantor camat lainnya juga akan dievaluasi IKM secara bertahap dan 

tuntas sampai akhir periode RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017.   

Unit pelayanan kesehatan yang dievaluasi IKM adalah Puskesmas. Di 

Kota Banda Aceh terdapat 11 puskesmas, meliputi Jeulingke, Meuraxa, Jaya 

Baru, Batoh, Kopelma Darussalam, Lampaseh, Lampulo, Kuta Alam, 

Baiturrahman, Banda Raya, dan Meuraxa. 4 puskesmas telah dievaluasi IKM-

nya pada tahun 2012-2013 yaitu Puskesmas  Meuraxa, Lampulo, Batoh, dan 

Banda Raya. Untuk tahun 2014, puskesmas yang dievaluasi IKM difokuskan 

pada Puskesmas Kopelma Darussalam, Puskesmas Ulee Kareng, dan 

Puskesmas Jaya Baru. Tahun mendatang, diupayakan puskesmas lainnya 

dapat dievaluasi IKM sampai tuntas.  

 

2.2    Desain Kuesioner dan Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai tujuan dan sasaran studi, data utama yang dihimpun adalah data 

primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan daftar 

pertanyaan (kuesioner).  Desain kuisioner disesuaikan dengan unsur pelayanan 
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yang dievaluasi dan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, tentang Pedoman Umum 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 

Karena itu, tidak ada perbedaan yang spesifik dari setiap item pertanyaan yang 

diajukan kepada responden yang memanfaatkan pelayanan di kantor 

kecamatan dan di puskesmas.   

Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian  yaitu (terlampir) : 

Bagian I      :     Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, 
pendidikan    dan pekerjaan, yang berguna 

untuk menganalisis profil responden dalam 
penilaiannya terhadap unit pelayanan          

instansi pemerintah. 

  Bagian II    :    Identitas pencacah, berisi   data pencacah. 

(apabila kuesioner  diisi oleh warga kota,  bagian 

ini tidak diisi). 

  Bagian III   :    Mutu pelayanan adalah   pendapat penerima, 

atas  pelayanan  yang memuat kesimpulan atau 
pendapat responden terhadap unsur-unsur 

pelayanan yang dinilai. 

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum 

mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai 

dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang 

baik diberi nilai persepsi 2,  baik diberi nilai 3,  sangat baik diberi nilai 

persepsi 4. 

Sesuai lokasi studi, pengumpulan data primer dengan menggunakan 

kuisioner ditujukan kepada warga Kota Banda Aceh yang memanfaatkan 

pelayanan di Kantor Kecamatan Baiturrahman dan Kantor Kecamatan Kuta 

Alam. Kuesioner juga ditujukan kepada  pasien atau anggota keluarga pasien  

yang sedang menggunakan jasa pelayanan di Puskesmas Kopelma Darussalam, 

Puskesmas Ulee Kareng, dan Pukesmas Jaya Baru. Proses wawancara secara 

langsung dengan responden yang memanfaatkan pelayanan di puskesmas dan 

kantor kecamatan tersebut dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus tahun 2014. 

Selain wawancara dengan responden, juga dilakukan observasi 

(pengamatan) di lokasi unit pelayanan. Observasi ini dimaksudkan untuk 

mengamati kondisi fasilitas/sarana yang dimiliki kantor kecamatan dan 
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puskesmas. Disamping itu, diamati juga saat aktivitas dan proses pelayanan 

yang diberikan petugas kepada warga kota (responden). Keseluruhan informasi 

yang diperoleh tersebut diharapkan menggambarkan kondisi riil yang objektif 

terhadap kinerja pelayanan di kantor kecamatan dan puskesmas.      

Selain data primer, data penunjang lainnya atau data sekunder yang 

dikumpulkan, seperti Laporan Tahunan, Profil Puskesmas, Kecamatan Dalam 

Angka, baik yang dipublikasikan oleh Puskesmas maupun Badan Pusat 

Stastistik  (BPS) Kota Banda Aceh.  Data/informasi lainnya juga diperoleh dari 

publikasi Bappeda Kota Banda Aceh yang menyangkut dengan IKM yang telah 

dilakukan kajian tahun sebelumnya.  

 

2.3  Penentuan Responden 

Responden (warga kota) dipilih secara acak atau menggunakan teknik 

random sampling yang ditentukan sesuai cakupan masing-masing Puskesmas 

dan Kantor Camat. Jumlah responden untuk satu unit pelayanan/SKPK 

sebanyak 150 orang, sesuai petunjuk Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, tentang Pedoman Umum 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 

Sesuai petunjuk Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara 

tersebut, jumlah responden ditetapkan dari (jumlah unsur pelayanan + 1) x 10.  

Terdapat 14 unsur pelayanan yang ditanyakan kepada responden, yaitu 

Prosedur pelayanan, Persyaratan pelayanan, Kejelasan petugas pelayanan, 

Kedislipinan petugas pelayanan, Tanggung jawab petugas pelayanan, 

Kemampuan petugas pelayanan, Kecepatan pelayanan, Keadilan mendapatkan 

pelayanan, Kesopanan dan keramahan petugas, Kewajaran biaya pelayanan, 

Kepastian biaya pelayanan, Kepastian jadwal pelayanan, Kenyamanan 

lingkungan, dan Kenyamanan lingkungan.  

Dengan kata lain, responden dari setiap unit pelayanan ditetapkan 

minimal sebanyak 150 orang sehingga keseluruhan responden dari 5 unit 

pelayanan adalah 750 responden. Secara lebih rinci, jumlah responden menurut 

unit pelayanan sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 
Jumlah Responden Menurut Unit Pelayanan  

 

No Unit Pelayanan 
Jumlah 

Responden 
Jenis Pelayanan 

1. Puskesmas 

Kopelma 
Darussalam 

150 Kesehatan 

2. Puskesmas Jaya 

Baru 

150 Kesehatan 

3. Puskesmas Ulee 

kareng 

150 Kesehatan 

4. Kantor Camat 

Kuta Alam 

150 Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kecamatan 

5. Kantor Camat 
Baiturrahman 

150 Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kecamatan 

Total 750  

 

 

 

2.4.  Pengolahan dan Metode Analisa Data 

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan pedoman 

sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan 

Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Nilai IKM 

dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur 

pelayanan. Dalam perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat 14 unsur 

pelayanan yang dikaji dan setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang 

sama. Ke-14 unsur pelayanan tersebut, meliputi : 

1. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan. 

2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif 

yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayanannya. 

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian 

petugas yang memberikan pelayanan. 
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4. Kedislipinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 

pelayanan.  

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan 

ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan atau 

menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. 

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat 

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 

penyelenggaraan pelayanan. 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan 

dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang 

dilayani. 

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan 

ramah serta saling menghargai dan menghormati. 

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 

terhadap besarnya biaya yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan. 

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang 

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. 

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu 

pelayanan,sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan 

rasa nyaman kepeda penerima pelayanan. 

14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 

lingkungan unit pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga 

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap 

resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 
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Adapun rumus perhitungan IKM sebagai berikut :  

 

Bobot nilai rata-rata tertimbang =  

 
Jumlah Bobot 

 

 
= 

   
1 

 

= 0,071 Jumlah Unsur 14 

Selanjutnya, untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan (Puskesmas 

dan Kantor Camat), digunakan nilai rata-rata tertimbang (0,071) dengan rumus 

sebagai berikut :  

 

IKM  =  

 
Total dari Nilai Persepsi per Unsur  

 

 x  Nilai Penimbang Total Unsur yang terisi  

Selanjutnya, untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM, 

yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan 

dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:   

IKM  unit  pelayanan x  25 

Penetapan mutu dan kinerja pelayanan dari unit pelayanan dapat 

dilihat berdasarkan tabel berikut : 

 

Tabel 2.2 

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, 
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 

 
 

Nilai 

Persepsi 

Nilai 

Interval 
IKM 

Nilai Interval 
Konversi IKM 

Mutu 
Pelayanan 

Kinerja Unit 
Pelayanan 

1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak baik 

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang baik 

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 

4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat baik 

Sumber : KEPMENPAN No.KEP/25/M.PAN/2/2004 
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2.5.  Diskusi/Seminar Hasil  

Sebelum laporan hasil studi difinalisasi, akan dilakukan rapat 

pembahasan/diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan dari bagian 

Pemerintahan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, jajaran 

Puskesmas Kopelma Darussalam, Puskesmas Ulee Kareng, Puskesmas Jaya 

Baru,  Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh,  Bappeda, Kantor Camat 

Baiturrahman dan Kantor Camat Kuta Alam. Selanjutnya, hasil pembahasan 

tersebut akan difinalisasi dalam bentuk laporan (dokumen) Evaluasi 

Indeks/Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) terhadap Pelayanan 

Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2014.  


